PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKQOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH XOTA PALANGEA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Memimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klagifilkasi, Kodefikast, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palangka Rava, perlu merubah Peraturan
Walikota Palangka Rava Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka
Raya Tahuin 2018-2(23

r. bahwa berdasarkan periimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota Palangka Rava tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Palangka Rava Nomor 17
Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Tlembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};



9.

Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemhbaran
Negara Republik indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistein
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700},
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201! tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 1B3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398};
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah heberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5679);



10.

1t.

12,

13.

14.

15.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomor 4385];

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indounesia
Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomur 42);

Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 221
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20135 Nomor 2036},
schagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeni
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Preduk
Hukum Daerah [Berita Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah {Berita Negara Republik Tndonesia Tahun 2017

Nomor 1312);



16.

17.

18.

19.

20.

21

22

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 20318
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Betanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomorj;
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomeor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalarmn Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenldatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447]);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;

. Perulurun Duerah Kota Patangka Raya Nomor 18 Tahun

2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan
[Lembearan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013
Nomor 18, Tambahan Lembaren Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-
2023 {Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nemor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Koia
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6];

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Nomor 16);



Menetapkan

-5-

MEMUTUSKAN :

PERATUEAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG  RENCANA  STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN
2018-2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PALANGKA RAYA,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota
Palangka Raya Nomeor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2018-2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019
Nomor 17), di ubah sehingga berbunyi sebagaimana
lercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penpgundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 STLT 27

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

e
FAIRID MAPARTN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5> 711 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHA

BERITA DAERAH KOTA PALANGEKA RAYA TAHUN 2020 NOMOK 13



